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ABSTRAK

KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI
KARANTINA IKAN DAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER
DI LAMPUNG

Oleh
SHABRINA KIRANA ALMIRA

Tindak pidana penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus,
sehingga Penyidik Kepolisian melakukan koordinasi dengan Penyidik Balai
Karantina Ikan Provinsi Lampung dalam rangka mencari serta mengumpulkan
bukti-bukti permulaan dalam proses penyidikan. Permasalahan penelitian ini
adalah: (1) Bagaimanakah koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai
Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan bibit lobster di Lampung? (2) Apakah faktor penghambat
koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan
Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster di
Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian
Daerah Lampung, Penyidik PNS Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung dan
Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang selanjutnya
dianalisis dan dibahas secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan bibit lobster di Lampung, dilaksanakan dengan Penyidik
Kepolisian menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS,
memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi  penyidikan kepada
PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara,
menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum,
tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang disidik oleh
PPNS, rapat secara berkala serta melaksanakan penyidikan bersama. (2) Faktor-
faktor penghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai
Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
penyelundupan bibit lobster di Lampung adalah sebagai berikut: a) Faktor aparat
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penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan
secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik
penyidikan guna mengungkap tindak pidana penyelundupan bibit lobster b) Faktor
sarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana penyidikan di Balai
Karantina Ikan Provinsi Lampung sehingga penyidikan terkadang mengalami
hambatan c) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan
masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum
terhadap pelaku penyelundupan bibit lobster. d) Faktor budaya, yaitu masih
adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar
hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik dalam melaksanakan penyidikan
dengan sebaik-baiknya hendaknya jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan
untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. (2)
Penyidik Kepolisian dan PPNS agar meningkatkan kemampuan di bidang teknik
dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan tindak pidana
penyelundupan bibit lobster dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasi terjadinya
tindak pidana penyelundupan bibit lobster.

Kata Kunci: Koordinasi, PPNS Balai Karantina Ikan, Kepolisian,
Penyelundupan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat,

karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan,

ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat.1

Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar

dibentuknya hukum, dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan

sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang

melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya. 2

1 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,
2001, hlm.14.
2 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11.



2

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada

manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.3

Adanya perilaku manusia yang mengarah pada tindak pidana umumnya tidak

terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya

pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh

berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara

erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam

Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan

kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma

(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah

dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.4

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana

dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

3 Ibid, hlm. 12.
4 Ibid, hlm. 13.
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mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan5

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat

sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban,

tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya,

hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang

dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana penyelundupan

bibit lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan tindak

pidana ini telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran

Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.)

dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan penangkapan

dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), dengan Harmonized System Code

0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya

dapat dilakukan dengan ketentuan: a. tidak dalam kondisi bertelur; dan b. ukuran

panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram/ekor.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 56/Permen-KP/2016 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan

Lobster (Panulirus spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5 Andi Hamzah. Op.Cit, hlm. 17.
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Contoh kasus tindak pidana penyelundupan yang di wilayah hukum Kepolisian
Daerah Lampung adalah penyelundupan bibit lobster, sebagaimana diberitakan
bahwa aparat kepolisian dari Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung
bersama Balai Karatina Ikan dan pihak Bandara Radin Intan berhasil
menggagalkan upaya penyelundupan benur udang yang hendak dibawa ke Batam.
Upaya penyelundupan benur udang jenis lobster tersebut terjadi pada hari Jumat 5
Mei 2017 oleh para pelaku, puluhan ribu bibit udang itu dimasukkan dalam 7
koper. Tujuh koper itu berisi benur udang yang dimasukkan dalam 113 kantong
plastik dengan jumlah masing-masing kantong berisi sekitar 468 ekor dan total
terdapat kurang lebih 52.884 bibit lobster yang hendak diselundupkan. Para
pelaku terdiri dari empat orang laki-laki dan tiga perempuan, yang membawa
masing-masing 1 koper yang berisi sekitar 16-17 kantong plastik berisi benur
lobster. Untuk menyamarkan penyelundupan itu mereka berupaya mengelabuhi
petugas dengan memasukkan sejumlah pakaian bekas ke dalam koper.6

Mengingat bahwa penyelundupan bibit lobster merupakan tindak pidana khusus

maka pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang dalam

hal ini adalah Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung. Dasar hukumnya adalah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan diketahui bahwa karantina hewan, ikan,

dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya

hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu

tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau

keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

6Aprianto. Ditreskrimsus Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan 52.884 Lobster.
http://www.sayangi.com/2017/05/05/82090/news/ditreskrimsus-polda-lampung-gagalkan-
penyelundupan-52-884-lobster/Diakses Sabtu 12 Agustus 2017 Pukul 13.30-14.00 WIB
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Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Karantina Ikan, diketahui bahwa Balai Karantina Ikan merupakan Unit Pelaksana

Teknis di bawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (BKIPM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mencegah

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri

dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluar dari wilayah negara

Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Penyidik Pegawai

Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi,

Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan Penyidik.

Penyidikan oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada

tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih

sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau
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tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta untuk menemukan siapa

tersangkanya.

Sesuai dengan uraian di atas maka dalam penanggulangan tindak pidana

penyelundupan bibit lobster, pihak Kepolisian Daerah Lampung melakukan

koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Karantina Ikan

Provinsi Lampung. Adapun tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana oleh pihak Kepolisian merupakan bagian

dari proses penegakan hukum. Proses ini memiliki peran yang besar dalam

penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan

mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga

berbagai tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota

masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan

hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada

anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam

menaati dan melaksanakan hukum.
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Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian

dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Koordinasi antara Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster di Lampung”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai

Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

penyelundupan bibit lobster di Lampung?

b. Apakah faktor penghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

penyelundupan bibit lobster di Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah koordinasi antara Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana penyelundupan bibit lobster di Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian

adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan Balai Karantina Ikan Provinsi

Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2017.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai

Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

penyelundupan bibit lobster di Lampung

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Koordinasi antara Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana penyelundupan bibit lobster di Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi antara Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak

kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum

menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak

pidana yang semakin kompleks dewasa ini.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum.7 Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

a. Teori tentang Koordinasi

Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara suatu

organisasi dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau

aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Koordinasi sebagai kegiatan yang

dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi

dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses

pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses

pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya.8

Tujuan koordinasi sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin
melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara
berbagai kegiatan dependen suatu organisasi

2. Untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di
setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang
mengikat semua pihak yang bersangkutan

3. Untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-
antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-
beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan
unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. 9

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.103.
8 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm
45.
9 Ibid. hlm. 46.



10

Koordinasi merupakan suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk

memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang

mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan

mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama.

Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang

lain menuju tujuan bersama. Koordinasi sebagai proses penyepakatan bersama

yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa,

sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada

pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan

kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan tersebut.

Koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan

hukum di daerah merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif

antara dinas-dinas sipil di daerah dengan aparat penegak hukum. Pelaksaaan

koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan lingkup dan arah sebagai berikut:

a) Koordinasi dan Kerjasama Menurut Lingkupnya
Koordinasi dan kerjasama menurut lingkupnya terdiri dari internal dan
ekternal. Internal adalah koordinasi antarpejabat atau antar unit dalam suatu
organisasi dan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi
atau antar organisasi.

b) Koordinasi dan Kerjasama Menurut Arahnya
Koordinasi dan kerjasama menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertikal.
Horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai
tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan agar pejabat dari
organisasi-organisasi yang sederajat atau organisasi yang setingkat.Vertikal
yaitu koordinasi antara pejabat- pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh
pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsug, juga cabang-cabang suatu
organisasi oleh organisasi induknya.10

10 Inu Kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
Jatinangor. Bandung. 2001. hlm. 76.
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b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum,

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana11

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting

untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan

antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan

alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan

yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk

menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya

kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-

wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat

dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong masyarakat

untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

11 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.`
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Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus
dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan
hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam
menegakannya.12

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian13. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi adalah pengaturan terhadap setiap kegiatan dan hubungan kerja

antara beberapa instansi yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang

yang saling berhubungan satu sama lain, di mana pengaturan bertujuan untuk

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka
Cipta. 1983, hlm.8-10.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.103.
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mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan

yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik

terhadap semangat dan tertib kerja14

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang

menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Penyidik Kepolisian menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2

tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa

penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

d. Penyidikan menurut Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

e. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

14 Buchari Zainun, Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Indonesia, CV. Haji
Mas Agung, 2002, hlm. 67.
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bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

f. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah

yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi,

mencegah dan mengatasi tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan

hukum dan melindungi masyarakat dari suatu kejahatan atau tindak pidana15

g. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.16

h. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.17

i. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan

(ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan, melanggar hukum dan merugikan keuangan suatu negara18

j. Bibit dalam bidang perikanan adalah hewan yang masih muda yang siap

dipelihara hingga dewasa, diperdagangkan dan tidak untuk dikonsumsi.19

15 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 23.
16 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina
Aksara, 1993, hlm. 46.
17Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.
76.
18 Mochammad Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Bandung, Alumni, 2001, hlm.
159.
19 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 2010, hlm. 49.
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k. Lobster adalah salah satu hewan yang berbentuk unik seolah gabungan udang

dan kepiting karena mirip udang berukuran besar dengan capit mirip kepiting

yang besarnya hampir menyamai badannya20

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka

terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian penyelundupan, kepolisian,

penyidikan dan penanggulangan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah,

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Data serta Analisis Data.

20 https://nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/bedanya-udang-dan-lobster/Diakses Sabtu 12
Agustus 2017.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai koordinasi antara Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana penyelundupan bibit lobster di Lampung dan faktor-faktor

penghambat Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina

Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit

lobster di Lampung.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan pemerintah. 21

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Pelaku tindak pidana

21 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,
2001, hlm. 19.
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adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.22

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat.
Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang
tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.23

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang

siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak

pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri

22 Ibid, hlm. 20.
23 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Citra Adityta Bakti, 1996,
hlm. 16.
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atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari

perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. 24

Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
c. Melawan hukum (onrechtmatig)
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person) 25

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan

itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam

Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Sementara itu unsur

subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau

culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan ini dapat

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan

itu dilakukan.26

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.27

24 Andi Hamzah. Op.Cit, hlm. 20.
25 Ibid, hlm. 21.
26 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 12.
27 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.
193.
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Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang

memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan

hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

1) Kelakuan dan akibat
2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi

menjadi :
a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan

perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik
jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si
pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum
(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap
penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum
maka tidak mungkin diterapkan pasal ini28

Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau

memperberat pidana yang dijatuhkan.

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, 165, 531 KUHP

Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk

melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187

dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak

memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada

yang terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga

ratus rupiah.

Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan

terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan

melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi.

28 Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 25.
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Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur

tambahan.

Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang

sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan

kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang

lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi

bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan

perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian

lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai

unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

(2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan

pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut

menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal

351 Ayat (2) KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7

tahun (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan

keadaan tambahan yang memberatkan pidana

(3) Unsur melawan hukum

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur

tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal,



22

sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas

dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP:

“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum

setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan

hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam

dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan

maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-

diam unsure itu dianggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan

sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai

pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk

memilikinya secara melawan hukum. 29

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun

permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis,

tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan

pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui

dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan

penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi

perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan

penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan

hukum.

29 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 152-153.
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B. Definisi Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau

mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi berbagai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat melanggar hukum dan

merugikan negara.30

Mengenai masalah penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, membuat suatu hukum

kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam

rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan

lebih murah. Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan,

transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya

peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan

perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan

efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah

pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia,

serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu

pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor

secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

30 Mochammad Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Bandung, Alumni, 2001, hlm.
l59.
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang:

1. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);

2. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin
kepala kantor pabean;

3. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);

4. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan
pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

5. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya

dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat
lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan
Undang-Undang ini;

7. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat
penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak
dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam
pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
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pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau

atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal"

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di

lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik
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Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang

jasa pengamanan. Pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian

terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied)

meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya satuan pengamanan lingkungan pemukiman, satuan pengamanan

pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Menurut Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu

kesatuan dalam melaksanakan peran:

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya
ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan
potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan
terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau
kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:
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a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum;

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai

berikut:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian;

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat
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dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah
darat, dan pungutan liar.

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau
paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan
falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum dilaksanakan dengan

proses penyidikan. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya”

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi

negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat

diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
b. Kapan tindak pidana dilakukan.
c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut
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Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti

yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi

atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila

berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan

untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera

disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang

dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai

oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-

bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai

segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan

disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan,

khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya

suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.31

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian

yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan

dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya

kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan

penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan,

pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

31 Abdussalam, H. R, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Jakarta,
Restu Agung, 2009, hlm. 86.
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Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat

kemungkinan, yaitu:

a. Kedapatan tertangkap tangan.

b. Karena adanya laporan.

c. Karena adanya pengaduan.

d. Diketahui sendiri oleh penyidik32

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan,

sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk

melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga

terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang

dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana.

Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para

tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum. 33

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat

diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya–upaya penyidikan tersebut mulai dari

surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal

penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan

tindak pidana, penyidik membertahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-

hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan

32 Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian, Jakarta, PTIK, 2002, hlm.73,
33 Moeljatno, Op.Cit, hlm.105.
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dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum

(kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan

demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada Penuntut Umum

dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak

ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan

Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian

penyidikan sah, tetapi jika tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan

wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut

Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

(1).Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.

(2).Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa

berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

(a).Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas
perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut
umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

(b).Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 8 Ayat (3)
huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
dari penyidik kepada penuntut umum.
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(c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2),
yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan
merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila

disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan

harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu,

dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian

penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali

peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari

Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan

dianggap telah selesai.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa

wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan

lainnya.

3. Tinjauan Umum Balai Karantina Ikan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Karantina Ikan, diketahui bahwa Balai Karantina Ikan merupakan Unit Pelaksana

Teknis di bawah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan (BKIPM) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mencegah

masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dari luar negeri

dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluar dari wilayah negara

Republik Indonesia.
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Persyaratan karantina diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2002 tentang Karantina Ikan, yaitu Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke

dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
di Negara asal dan Negara transit, kecuali Media Pembawa yang tergolong
Benda Lain;

b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan Tindakan Karantina.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Karantina Ikan:

(1) Setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area ke Area lain
di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Petugas Karantina di

tempat pengeluaran dan tempat transit, kecuali Media Pembawa yang
tergolong Benda Lain;

b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan

dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan
Tindakan Karantina.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikenakan terhadap setiap
Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu Area yang tidak bebas
ke Area lain yang bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

(3) Penetapan Area sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan oleh
Menteri berdasarkan hasil survei dan pemantauan daerah sebar serta dengan
mempertimbangkan hasil analisis resiko Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

Tindakan karantina diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2002 tentang Karantina Ikan:

(1) Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam, dibawa atau dikirim dari
suatu Area ke Area lain atau transit di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia dikenakan Tindakan Karantina.

(2) Setiap Media Pembawa yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik
Indonesia melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, dilaporkan dan
diserahkan kepada Petugas Karantina serta dikenakan Tindakan Karantina
apabila disyaratkan Negara tujuan.
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(3) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2)
meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,
penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

(4) Pelaksanaan Tindakan Karantina dilakukan Petugas Karantina di tempat
pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar Instalasi
Karantina yang ditetapkan.

(5) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat pula
dilakukan di atas alat angkut.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.34

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian

Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

d. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

34 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 55.
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1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

Ikan, dan Tumbuhan

(d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

(e) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana

(g) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan

(h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-

KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster

(Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus

Spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan

hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau

arsip yang berhubungan dengan penelitian
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3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti sumber dari kamus, internet dan bahan penunjang lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung : 1 orang

b. Penyidik PNS Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung : 1 orang

c. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung : 1 orang +

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan

Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan bibit lobster

di Lampung, dilaksanakan dengan Penyidik Kepolisian menerima surat

pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS, memberi bantuan teknis,

taktis, upaya paksa dan konsultasi  penyidikan kepada PPNS untuk

penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara, menerima

berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum, tukar

menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang disidik oleh

PPNS, rapat secara berkala serta melaksanakan penyidikan bersama.

2. Faktor-faktor penghambat koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana

penyelundupan bibit lobster di Lampung adalah sebagai berikut:

a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya

jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum

optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana

penyelundupan bibit lobster
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b. Faktor sarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana penyidikan di

Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung

c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan

masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan

hukum terhadap pelaku penyelundupan bibit lobster.

d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut

masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk

menyelesaikan suatu tindak pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya hendaknya

jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan

efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Sekalipun polisi memiliki

kewenangan diskresi, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut

hendaknya polisi tidak sewenang-wenang, tetapi tetap berada pada koridor dan

batas yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Penyidik Kepolisian dan PPNS agar meningkatkan kemampuan di bidang

teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan tindak pidana

penyelundupan bibit lobster dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasi

terjadinya tindak pidana penyelundupan bibit lobster.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam, H. R. 2009. Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif dalam
Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta.

Anwar, Mochammad. 2001. Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Penerbit
Alumni. Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

--------2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia
Jakarta.

Kencana, Inu. 2001. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor. Bandung.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Adityta
Bakti, Bandung. 1996.

Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 1981. Delik-delik Khusus, Tarsito,
Bandung.

Marpaung, Leden. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika.
Jakarta.

----------. 2000. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh.Sinar Grafika.
Jakarta.

Moeljatno. 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum
Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-------- 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra. Aditya Bakti.
Bandung.



-------- 2004. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003 Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta,
Jakarta

Rahardjo, Satjipto. 1998. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan
Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat
Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat
Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Santoso, Topo. 1997. Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Siombo, Marhaeni Ria. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan
Internasional,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.

---------. 1986. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka
Cipta.  Jakarta.

Sutarto. 2002. Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian. PTIK. Jakarta.

Zainun, Buchari. 2002. Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah
Indonesia. CV. Haji Mas Agung. Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana



Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang
Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.),
Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari Wilayah
Negara Republik Indonesia

C. INTERNET

https://nirwanasaya.wordpress.com/2010/09/25/bedanya-udang-dan-lobster/,
Diakses Sabtu 12 Agustus 2017.

http://www.sayangi.com/2017/05/05/82090/news/ditreskrimsus-polda-lampung-
gagalkan-penyelundupan-52-884-lobster/Diakses Sabtu 12 Agustus
2017.


	1COVER DAN ABSTRAK.pdf
	2HALAMAN DEPAN.pdf
	3DAFTAR ISI.pdf
	4BAB I - V.pdf
	5DAFTAR PUSTAKA.pdf

